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1. Penerapan kinerja pemerintahan daerah yang seimbang dengan ditunjang oleh 
perilaku etis aparatur pemerintahan mempunyai andil yang penting dalam 
mewujudkan akuntabilitas publik.  
2. Kepemimpinan pemerintahan yang kuat dan menjunjung tinggi etika 
pemerintahan  mampu meningkatkan harapan dalam pencapaian akuntabilitas 
pemerintahan yang tinggi.  
3. Desain kebijakan anggaran yang proporsional dan rasional serta didukung oleh 
keterbukaan dan partisipasi masyarakat diyakini mampu mewujudkan 
kebijakan anggaran daerah yang optimal.  
4. Kedekatan dengan masyarakat (citizen intimacy) dan pelayanan yang prima 
(operational excellence) merupakan  kunci keberhasilan dalam membangun 
nilai-nilai pelayanan yang baik kepada publik. 
5. Inovasi dalam pelayanan publik yang didukung oleh Teknologi Informatika 
yang handal diyakini mampu meningkatkan kinerja pelayanan publik.  
6. Sumber Daya Manusia yang kompeten dan profesional serta didukung oleh 
Teknologi Informasi dalam pemerintahan memberikan andil bagi terwujudnya 
tata kelola pemerintahan yang baik.   
7. Kapasitas tanggung jawab sosial perusahaan dan kepedulian pemerintah dalam 
menjalin kerjasama dengan pihak swasta mempunyai andil dalam mendorong 
keberhasilan program corporate philantrophy. 
8. Keterlibatan masyarakat yang memadai dalam pemerintahan memberikan 
kontribusi dalam  meningkatkan legitimasi dan stabilitas pemerintahan.  
9. Sistem informasi yang memadai dan didukung oleh audit oleh badan 
independen memberikan sumbangan yang besar dalam meningkatkan 
efektivitas dan efisiensi  pengelolaan sumber daya yang semakin terbatas. 
10. Pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kapasitas pegawai dibutuhkan 
untuk menunjang kompetensi tugas dan fungsi aparatur pemerintahan.  
v 
 
11. Pengembangan standard profesional dan kemampuan teknis aparatur yang 
ditingkatkan secara terus menerus memberikan andil yang besar dalam 
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Kajian tentang akuntabilitas merupakan isu yang penting dalam 
pengembangan ilmu pemerintahan. Dalam kerangka negara demokrasi, 
akuntabilitas berkaitan dengan hubungan antara yang memerintah dan yang 
diperintah. Analisis akuntabilitas kebijakan anggaran berkaitan dengan 
kemampuan penyelenggara pemerintahan dalam menjawab dan menjelaskan 
kepada masyarakat bagaimana kinerja pemerintahan, yang diwujudkan dalam 
bentuk kegiatan-kegiatan pemerintahan yang dibiayai dari uang yang bersumber  
dari rakyat, dilaksanakan  dengan adil dan berlandaskan kepada etika. Rumusan 
permasalahan dalam penelitian ini adalah   bagaimanakah akuntabilitas kebijakan 
anggaran daerah  di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Pertanyaan 
penelitian mencakup tentang akuntabilitas kinerja kebijakan anggaran daerah, 
bagaimana pencapaian akuntabilitas yang ditinjau dari aspek dan tipe 
akuntabilitas, serta strategi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan 
akuntabilitas di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. 
Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kualitatif. Data penelitian dibatasi pada data yang berkaitan dengan alokasi belanja 
langsung tahun 2011-2016. Teknik pengambilan data dilakukan melalui 
wawancara mendalam terhadap sejumlah informan yang terkait dengan 
permasalahan penelitian dan pengumpulan data skunder yang mendukung 
penelitian ini. Penelitian ini menemukan Model Local Government Scorecard 
(LGSC), pencapaian akuntabilitas, dan strategi yang diperlukan dalam upaya 
meningkatkan akuntabilitas di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Implikasi 
teoritis dari temuan penelitian tersebut terhadap pengembangan ilmu pemerintahan 
adalah pentingnya mengembangkan konsep kinerja pemerintahan yang seimbang, 
penegakan moral dan etika sebagai pedoman dalam bertingkah laku dan bertindak 
dalam pemerintahan, serta keterbukaan dan partisipasi dalam pemerintahan. 
 
Kata Kunci: akuntabilitas, Model Local Government Scorecard, kebijakan anggaran 







ANALYSIS OF THE LOCAL BUDGETING POLICY ACCOUNTABILITY   
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Study on accountability is an important issue in the development of the 
government science. In countries that embrace democratic framework., 
accountability concerns the relationship between the governing and the governed. 
Analysis of budgetary policy accountability with regard to the ability of the 
government in the answer and explain to the people how the government's 
performance is done, which is manifested in the form of government activities that 
costs of the money that comes from the people, carried out fairly and based on the 
ethics. The problem formulation in this research is,  how was accountability of 
local budget policy in South Tangerang City, Banten Province. Research questions 
include performance accountability, accountability achievement in terms of 
dimensions and types, and strategies that can be developed to improve 
accountability in South Tangerang City, Banten Province. 
This study was a qualitative study. The research data is limited to data 
related to the expenditure in 2011-2016. Data were collected through interviews to 
informants in relation to problems of research and collection of secondary data 
that support this research. This study found the Local Government Scorecard 
Model (LGSC), the achievement of accountability, and the importance of 
developing strategies to improve accountability in South Tangerang City, Banten 
Province. The theoretical implications of the research findings in the development 
of the science of governance are the importance of developing a balanced of the 
local government performance  concept, upholding moral and ethical governance 
as a guideline in behaving and acting for apparatus, as well as openness and 
participation in governance. 
 
Keywords: accountability, Local Government Scorecard Model , budget policy on 
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